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BUPATI WA.KATOBI, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) 

dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
20'13 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat 
Kesehatan Masyarakat, maka untuk terciptanya 
efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, 
penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah 
perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentan.g Tata Cara Pemungutan, Pembaya.ran, 
Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahu.n 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakh.ir dengan 
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Unda.ng-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemeri.ntahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737}; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemeri.ntahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Dinas adalah Oinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN 
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak· Oaerah dan Retribusi Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjad.i Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nornor 3); 

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Noroor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nornor 25}; 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor l); 

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tenta.ng 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Lembaran Oaerah Kabupaten Wak.atobi 
Tahun 2013 Nomor 2); 

, 
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5. Kepala Oi.nas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi. 

7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 

8. Pejabat a:dalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 

10. Retribusi Daerah , yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/ atau cliberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis 
pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 

13. Pu sat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah instansi kesehatan daerah yang rnempunyai kunjungan rawat 
jalan dan/atau rawat inap. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
Pernbayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas wa.ktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan 
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagi.han retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pernbayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir a.tau telah d.ilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah roelalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.RD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribu si yang teru tang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jurnlah kelebihan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk mela.kukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
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Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil 
penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lambat 1 (satu) 
hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi. 

Pasal 5 

BABV 
TEMPAT PEMBAYARAN 

BABIV 
TATACARAPENYETORAN 

Pasal 4 

( 1) Penyetoran dilakukan setelah klaim pelayanan oleh Bendahara 
Jamkemas Puskesmas ke Bendahara Jamkesmas Dinas. 

(2) Penyetoran dilakukan setelah klaim pelayanan oleh Bendahara 
J amkesda Puskesmas ke Bendahara Dinas PPKAD. 

(3) Beridahara Jamkesmas/Jamkesda Puskesmas sejak menerima hasil 
klaim pelayanan harus disetor di kas daerah setiap hari kerja pada 
Bank yang ditunjuk rnelalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daer ah. 

Pasal 3 

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Wakatobi atau 
ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang clipersamakan. 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh 
Beridahara Jamkesmas Dinas/Jamkesda Puskesmas ke bank dan 
selanju tnya slip setora.n diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas 
untuk dicatat dalam Surat Tanda Penerimaan Retribusi Daerah. 

(4) Setiap tanda bukti pembayaran retribusi (bukti kas) lembaran bagian 
ke-I / asli) diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dan dicatat 
dalam buku penerimaan retribusi daerah. 

Pasal 2 

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan 
Masyarakat tidak dapat diborongkan. 

(2} Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat 
dipungu t dengan menggunakan SK.RD atau dokumen lain yang 
di persarnakan. 

BABU 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
prof esional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain · dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN 
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Pasal 8 
(I] Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Bupati melaJui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu cliperhitungkan dengan 
utang retribu.si lainnya atau apabila Wajib Retribusi rneminta, dapat 
diperhirungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. 

BAB VIII 
PENGEMBALIAN KELEBillAN PEMBAYARAN 

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana d.imaksud 
pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 
dipertirnbangkan. 

(4) Keputusan atas keberatan sudah harus d.ikeluarkan selambat­ 
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pennohonan keberatan, bila 
dalarn jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan 
dianggap diterirna. 

(5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebahagian, menolak atau rnenambah besamya retribusi yang 
terutang. 

BAB VII 
KEBERATAN 

Pasal 7 

(1) Keberatan atas SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi 
kepada Bupati mel.alui Kepala Dinas yang berwenang selambat­ 
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD / SSRD diteri.ma kecuali apabila 
yang bersangkutan dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut 
tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti 
pendukung yang dapat rnembuktikan ketidakbenaran ketetapan 
retribusi. 

Pasal 6 

(1) Permohonan Perobetulan SKRD/SSRD diajukan oleh Wajib Retribusi 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila dalam penerbitannya 
terdapat kesal.ahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam 
penerapan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan 
ketetapan retribusi dapat dilakukan oleh baik karena kehilafan Wajib 
Retribu si dan/atau karena kesalahan. 

(3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya SKRD /SSRD. 

{4} Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi harus dikeluarkan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan di terima, apabila dalam 
waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan d.ianggap 
dikabulkan. 

BABVI 
PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI 
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SEKRE~c~sWAKATOBI, 
SUDJITON 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR: 2.g 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal ,r:; - I\ - 2013 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal \t, - ll - 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

Hal-hal yang belum d.iatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pela.ksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat 
Pernbayaran Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 
Wa.katobi Tahun 2009 Nomor 56) dicabut dan clinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Dalam kelebihan pembayaran masih tersisa, diterbitkan SKRDLB 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 
perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Retribusi. 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan 
Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak cliterbitkannya SKRDLB. 

(SJ Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka 
Pemerintah Daerah harus membayar bunga sebesar 2% (dua persen) 
perbulan yang cliperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat 30 
hari) sampai pembayaran dilakukan. 

BUPa~ 
HUGUA 


